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ABSTRAKS 

As a major contributor to the revenue in the country, pursued in an optimal taxation revenue through reforms in the field 

of regulation and legislation, this has resulted in decreased tax revenues for short-term. In addition to tariff reduction, 

the global crisis is also one factor of the decline in tax revenues. The purpose of reform is to optimize the tax rules on 

income tax. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Sebagai kontributor utama bagi penerimaan dalam 

negeri, penerimaan perpajakan diupayakan secara optimal 

melalui tiga kebijakan utama, yaitu: (1) reformasi di bidang 

administrasi; (2) reformasi di bidang peraturan dan 

perundang-undangan; dan (3) reformasi di bidang 

pengawasan dan penggalian potensi. Ketiga kebijakan 

tersebut secara umum berlaku baik di bidang pajak maupun 

di bidang kepabeanan dan cukai.  Selain melakukan 

kebijakan yang bersifat reguler seperti reformasi di bidang 

administrasi, peraturan perundang-undangan dan 

pengawasan serta penggalian potensi, Pemerintah juga 

melakukan upaya tambahan (extra effort) baik di bidang 

pajak maupun di bidang kepabeanan dan cukai. Extra effort 

tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan 

efisiensi pemeriksaan dan penagihan pajak, serta 

peningkatan pengawasan atas peredaran barang kena cukai 

ilegal 

Dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Pajak 

Penghasilan no 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir dirubah 

dengan no 36 tahun 2008 yang mulai efektif tanggal 1 

Januari 2009 telah memberikan dampak yang besar 

terhadap Realisasi Penerimaan Negara tahun 2009. Seperti 

yang dikutip dari ANTARA tanggal 04 Januari 2010, 

Dirjen Pajak Muhammad Tjiptardjo mengatakan bahwa 

realisasi penerimaaan pajak periode 1 Januari 2009 hingga 

31 Desember 2009 mencapai Rp565,77 triliun atau 97,99 

persen dari target penerimaan pajak dalam APBNP 2009. 

Realisasi penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan 

(PPh) migas mencapai 97,99 persen dari target sebesar 

Rp577 triliun. Ia menyebutkan, jika dibandingkan dengan 

realisasi penerimaan periode yang sama 2008 maka jumlah 

tersebut lebih rendah. Penerimaan pajak selama 2008 

mencapai Rp571,10 triliun. Berikut adalah Perkembangan 

penerimaan PPh nonmigas per pasal dalam periode 2005–

2010 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1. 

 

 
Berdasarkan data yang dijabarkan diatas maka kita 

bisa melihat bahwa dengan adanya sistem pemotongan dan 

pemungutan pajak, penerimaan negara harusnya tetap bisa 

terwujud sesuai dengan yang direncanakan.  Sehingga  

penulis tertarik untuk mengevaluasi kebijakan reformasi 

peraturan dan perundang-undangan untuk optimalisasi 

pajak penghasilan potong dan pungut 

 

Rumusan Masalah  

 Faktor –faktor apa saja yang menyebabkan 

penurunan penerimaan pajak pada tahun 2009 

apabila dilihat dari pajak penghasilan yang 

dipotong dan dipungut  

 Apakah ada tujuan yang ingin dicapai oleh 

pemerintah dalam rangka perubahan UU Pajak 

Penghasilan dikaitkan dengan Pajak Potong dan 

Pungut. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

PPh pasal 21  

Menurut penggolongannya, PPh Pasal 21 dapat 

dikelompokkan sebagai pajak langsung, yaitu pajak yang 

harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  

Sedangkan menurut sifatnya, PPh Pasal 21 dapat 

dikelompokkan sebagai pajak subyektif, yaitu pajak pajak 

yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam 

arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  Berdasarkan 

sistem pemungutannya menggunakan sistem pemungutan 

witholding tax system yaitu suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan 

fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak 

(waluyo & ilyas, 2002).  

 

PPh pasal 22 

Apabila dilihat dari objek pajak yang dikenakan, 

maka PPh Pasal 22 dapat dibedakan menjadi 6 (enam) 

kelompok, yakni:  

(i) PPh Pasal 22 Impor 

(ii) PPh Pasal 22 Bendaharawan, dengan tarif tarif 1,5% 

dari harga beli  

(iii) PPh Pasal 22 Migas 

(iv) PPh Pasal 22 Industri Tertentu, yaitu Baja, 

Otomotif, Semen,Rokok,Kertas  
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(v) PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul, tarif 0.5% dari 

harga beli 

(vi) PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang sangat 

mewah. 

PPh Pasal 23 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang 

dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang 

telah dipotong PPh Pasal 21. 

 

PPh pasal 26 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang 

dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari 

Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) 

luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. 

 

PPh Final 

PPh Final adalah pajak penghasilan yang langsung 

dikenakan atas obyek ( sumber penghasilan ) tertentu saja 

dan dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas obyek 

terkait sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh 

No. 36/2008. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan 

lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut. 

Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat 

terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang 

digunakan. Pengumpulan data adalah secara studi pustaka 

selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis 

untuk dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan 

dalam penelitian tersebut. Pembahasan difokuskan 

membandingkan anggaran tahun 2009 dengan tahun 2008 

karena mulai berlakunya aturan UU pajak yang baru. 

 

PEMBAHASAN 

Setelah penjabaran mengenai tinjauan pustaka diatas, maka 

ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembahasan, yang 

diantaranya adalah Reformasi peraturan dan perundang-

undangan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan 

Potong Pungut. 

 

Reformasi Peraturan dan Perundangan Pajak 

Penghasilan pasal 21 di Tahun 2009 

 

 

 
 
Reformasi Peraturan dan Perundangan Pajak 

Penghasilan pasal 22 di Tahun 2009 

 
 
Reformasi Peraturan dan Perundangan Pajak 

Penghasilan pasal 23 di Tahun 2009 
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Reformasi Peraturan dan Perundangan Pajak 

Penghasilan pasal 26 di Tahun 2009 

 
 
Menurut hasil evaluasi penulis atas optimaliasi pajak 

penghasilan potong dan pungut akan dibagi dalam dua 

bagian. Yang pertama adalah faktor yang menyebabkan 

turunnya penerimaan Negara dikaitkan dengan PPh potong 

dan pungut. Dan pembahasan selanjutnya adalah tujuan 

yang ingin dicapai pemerintah dalam perubahan UU PPh 

yang berlaku efektif tahun 2009. 

 

Faktor-faktor turunnya Penerimaan Negara 

Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya 

penerimaan Negara tahun 2009 dibandingkan dengan 

tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

1. Tarif efektif pajak yang lebih kecil tahun 2009 

dibanding dengan tahun sebelumnya. 

Penulis ambil contoh PPh pasal 23 atas jasa sewa mobil. 

 
 

Dari contoh tersebut bisa kita ambil point penting 

bahwa penurunan tarif PPh yang terjadi untuk mulai 

periode tahun 2009, maka berakibat juga pada penurunan 

penerimaan Negara di sector Pajak penghasilan potong dan 

pungut. 

Sebenarnya untuk mengantisipasi turunnya tariff 

efektif pajak ini pemerintah sudah mengantisipasi dengan 

berharap bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar 

dan memiliki NPWP. Sehingga bisa terdeteksi 

perusahaan/perorangan yang belum dilakukan pemotongan 

/pemungutan pajaknya. Rambu lainnya yang dipasang oleh 

pemerintah adalah adanya pengenaan tarif pajak yang lebih 

tinggi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. 

 

2. Adanya dampak krisis ekonomi global yang ikut 

juga menghantam perekonomian RI. 

Semakin kurangnya daya beli masyarakat akibat krisis 

ekonomi global, juga berakibat pajak yang dipotong atau 

dipungut juga berkurang. PPh 21 yang disetor ke kas 

negara berkurang karena banyaknya perusahaan yang 

memangkas jumlah karyawannya dan tidak adanya 

pembagian bonus yang besar karena perusahaan harus 

berhemat. Padahal bonus sebagai unsur dari pengenaan 

PPh pasal 21. Jadi intinya tidak adanya tambahan 

ekonomis sedangkan dilain sisi tarif pajak semakin rendah, 

sehingga menyebabkan PPh yang dipotong dan dipungut 

semakin sedikit. 

 

Tujuan Perubahan UU PPh 

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan 

dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan 

yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, 

dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan 

optimalisasi penerimaan negara dengan tetap 

mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, 

arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan ini adalah sebagai berikut: 

a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak; 

b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak; 

c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi 

perpajakan; 

d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, 

dan transparansi; dan 

e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam 

rangka meningkatkan daya saing dalam menarik 

investasi langsung di Indonesia baik penanaman 

modal asing maupun penanaman modal dalam 

negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-

daerah tertentu yang mendapat prioritas. 

 

Reformasi perpajakan tidak dapat dihindarkan lagi, karena 

kebijakan serupa sudah diterapkan di negara lain. Kalau 

Indonesia tidak menerapkan reformasi perpajakan,  pasti 

kalah bersaing dengan negara lain dalam menarik 

investasi. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 
1. Faktor penyebab turunnya penerimaan negara dari 

sektor PPh potong dan pungut untuk tahun 2009 

dibandingkan dengan tahun 2008 adalah karena 

adanya penurunan tarif efektif pajak dan adanya 

krisis ekonomi global. 

2. tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan ini yaitu keadilan, kemudahan, dan 

efisiensi administrasi, serta peningkatan dan 

optimalisasi penerimaan negara dengan tetap 

mempertahankan sistem self assessment  

Saran 

1. Upaya sosialisasi tentang hak dan kewajiban wajib 

pajak harus dilaksanakan dengan menyentuh 

seluruh lapisan masyarakat baik yang paham 

maupun tidak dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku saat ini, sehingga dimasa mendatang 

diharapkan penerimaan negara dari pajak akan 

semakin meningkat karena semakin meningkatnya 

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 

2. Penting bagi pemerintah untuk merancang suatu 

peraturan perpajakan yang lebih mengedepankan 

aspek substansi daripada hanya berkutat pada 

permasalahan formalitas saja. Hal ini sangat 

diperlukan pihak pelaku bisnis dalam 

mengembangankan usahanya dan tidak terkendala 

oleh aspek formalitas pajak yang dikhawatirkan 
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akan menghambat laju kegiatan wajib pajak. 

Tentunya pemerintah berharap bahwa bisnis wajib 

pajak semakin meningkat yang tentunya juga 

berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. 

Jadi penerimaan pajak yang besar diperoleh dari 

pajak yang di bayar oleh WP karena usahanya 

meningkat, bukan dari sanksi yang dikenakan 

kepada WP. 
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